
BUPATI PONOROGO 
PROVINS! JAW A TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

[ SALINAN J 

PENETAPAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO SEBAGAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 6 ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/
Kota, bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendapat
amanat untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa dengan nomenklatur kelas A yaitu Bagian Pengadaan
Barang/ Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa di Kabupaten Ponorogo sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan untuk kelangsungan proses
pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka perlu menetapkan
Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Kabupaten Ponorogo
sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Ponorogo tentang Penetapan Bagian Layanan
Pengadaan Sekretariat Ka bu paten Ponorogo sebagai Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.



Menetapkan 

-2-

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Negara Republik Indoesia
Tahun 2018 Nomor 767);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor
6);

8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun 2016 ten tang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah (Serita Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BAGIAN LAYANAN 
PENGADAAN SEKRETARIAT KABUPATEN PONOROGO 
SEBAGAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA KABUPATEN 
PONOROGO 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat 
Kabupaten Ponorogo sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten 
Ponorogo. 
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Pasal 2 

Susunan keanggotaan Unit Kerja Pengadaan Sarang/ Jasa Kabupaten Ponorogo 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 3 

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Supati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 2 Januari 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KASUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 2 Januari 2019 

SUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI

SERITA DAERAH KASUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 1. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KE PALA SA GIAN HUKUM 

ISEKRETARIAT DAERAH 
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